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PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

Form 2b

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

. Provinsi Kalimantan Tengah
: 2026
. Periode RPJMD Tahun 2025 -2029

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

: Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

. Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahu 2021-2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup
dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan
3. Meningkatkan kualitas hidup dan hak anak

4. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

IKU Renstra OPD

IKU 2026
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 [Nilai Sakip 80,35
2 (Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,15
3 |Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng 4
4 [Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 18,4
5 |Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak 14
6 Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat 78.57
dalam KLA A
7 |Indeks Perlindungan Anak (IPA) 67,55
8 |Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak 3,48
9 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang 90
Mendapatkan Layanan Komprehensif
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang
10 . 90
mendapatkan layanan komprehensif
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 |Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) 2,23
2 |Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility 38,2
3 |Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK) 57,9
4 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive 66.41
Prevelance Rate /ImCPR) '

5 |Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 21
6 Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB 88.81
Modern (Demand Satisfied) ;

7 |Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) 8,44

8 Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet 8
Need)

9 |Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) 62,7

10|Indeks Lansia Berdaya 62,64

11|Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja 86,88

12 |Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri 26,35

Informasi lain




Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Penilaian Resiko Strategi OPD Dilakukan Berdasarkan Atas Tujuan Strategis Meningkatkan
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta
Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera dan Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas

Tujuan Strategis :

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak
Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Strateqis :

Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah

IKU_Strateqis :

Nilai SAKIP




PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2¢
Nama Pemda . Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2026 '
Periode yang dinilai . 2026
Urusan Pemerintahan . Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Sumber Data Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas

Tujuan Strategis Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Penyediaan Jasa

Progranl Kegaten Unit Keda Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan Indikator Target 2026

Sub Kegiatan (tebalka _
- dli-lpi(lih) e 1 Penyediaan Jasa

Pelayanan umum kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan
Kantor yang Disediakan

Informasi Lain

Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Indikator :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan indikator keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Palangka Raya, 2 Februari 2026
aia Provinsi Kalimantan

SURYANTO, AKS.,M.Si
Pembina Tk |
NIP.19730108 199403 1 006




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3¢

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penilaian
Penode yang dinilai
Tujuan Strategis
Sasaran strategis OPD
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

- Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

2026
2026

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahteral

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Risiko Sebab*) Dampak**)
Indikator
No SubKegiatan Kode C/uC
Keluaran Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pz':r':‘:::"
Risiko
a b c e f a h i i k |
Jumlah Laporan dK;t;c::i:zs:::an Keterlambaten
! -apol Penggunaan uang Pertanggungjawaban
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa e iy penggunaan UP . 10 A
1 |Pelayanan umum Pelayanan Umum E: s RF0.26.08.20.06.01| Sekretaris [untuk kebutuhan Internal Cc GU tegunda 99 ASN/Bidang/Dinas|
kantor Kantor yang P pelaksanaan kegiatan : 5
e pribadi/pihak tertentu menyesuaikan 50%
Disediakan dan penyerapan cocranii. 1
anggaran SKPD penyerap

Palangka Raya, 4 Januari 2026

SURYANTO;

PPKB Provinsi
gah

Pembina Tk |
NIP.19730108 199403 1 006




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c¢

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah
2026
2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ¢,

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Pragram/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

Sub Kegiatan Indikator Target 2026
1 |Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
Penyelenggaraan PUG kebijakan Penyelenggaraan PUG
kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
1 Dokumen

Jumlah Persentase ARG Pada
Belanja Langsung APBD di Lingkup
Provinsi Kalimantan Tengah

4%

Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian
risiko

Frogrant.
Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Ge

Palangka Raya, 2 Februari 2026
Plt.Kepala Bidang £ as Hidup Perempuan

SURYANTO, A.Ks, M.Si
Pembina Tk |
NIP.19730108 199403 1 006




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c
Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai . 2026

Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Sumber Data Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Sasaran strategis

(ebaikan yang dbilii) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Program/ Kegiatan Unit |Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/ Pemberdayaan Perempuan

Kerja Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Indikator Target 2026
1|Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Peningkatan
SDM Pemberdayaan Kapasitas SDM Pemberdayaan
Perempuan di Bidang Perempuan di Bidang Politik atau
" Politik atau hukum atau hukum atau sosial dan atau ekonomi
Sub an (t n
K:gl:t d?pi("ﬁ?aika sosial dan atau ekonomi  |kewenangan Provinsi untuk 1 Benanan
kewenangan Provinsi mendukung indeks pembangunan
gender
Jumlah Indeks Pembangunan 5
Gender (IPG) i
Informasi Lain

Program:
Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelembagaan Pengarusutamaan

Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian

risiko

Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum atau
sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik atau hukum
atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Provinsi untuk mendukung indeks pembangunan gender

Palangka Raya, 2 Februari 2026
Pit.Kepala Bidang ias Hidup Perempuan

SURYANTO, A.Ks, M.Si
Pembina Tk |
NIP.19730108 199403 1 006




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKAS] RISIKO FRAUD BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama Pemds Pemerintan Provins: Kaimantan fengan
Nama GPD Dings Parmbardaysan Perempuan Perindungan Anak, F 1 Pendudul dan g Provins Kalimartan Tengah
Tahun Penliaian &
Parigde yang dinilai
[Tupan Strategis Meningkatian Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
| Sasaran strategis OPD gk F P e dalam F gunan
Urusan F yaan Perempuan, | Anak, Peng 1 Penduduk dan Keluarpa Berencana
Q_F'_':‘ yang Cinhad Orﬂ Pemberdayaan Perarmpuan, Pl n Anak, Pe lian Panduduk dan Kel Berencana Provins Kalmantan rzﬂh
Rislko Sebab®) Dampak
e Uraan Rene Pemilik Uralan Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1| Penyusunan Kebijakan Jumiah Dokurman Hasil Tidak dapat menghitung RFO.25.0820.01.03 ]Kapala Bidang SOPD ficak Intemal 1Provins: Kanmantan Tengah karena
Penyslenggarsan PUG Peayusunan kebgakan persentase ARG karena Kualitas Hidup mengumpulican target ARG tidak tarcapai
kewenangan Proving Panyalenggarsan PUG S0P Iidak mengumpulkan Parempuar (KHF) [Program dan Kegiatan
Kewenangan Provins Program den kegiatan yang yang ARG karena
ARG efisiens| angoaran
Peningkatan Kapastas Jumiah Dokumen F -+ TR V& partisipas kena [ROCZ5082001 01 |Hepala Bidang Wetimpangan signifian | Ekstamal Perampuan dan Anak DP3APFKB
SDM Pembemdayaan Kapasitas SDM | perempuan terutama di Kualitas Hidup antara perempuan dan serta Provinsl Kalimantan Tengah
| Perempuan di Bedarg Peinbardayaan Perempuan di | jabatan publi Parempuan (KHP) |aki-k dalam
Politi ataw hulkem atau Badang Politk atau hukum atau pandidikan kesehatan
sosial dan atau ekonomi | 50sal dan atEs ekonomi dan ekonomi
kewenangan Proving | kewanangan Provinai uniuk
mandukuing indeks
P gander

NIP 19730108 §50403 1006




IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Formulir Kertas Kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3¢
Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai : 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab*) Dampak**)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kode c/uc
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
Risiko
Anggaran Responsif Kurangnya tenaga terlatih Belum terpenuhinya 1. Masyarakat : Perempuan
Gender pada APBD ( Focal point ) untuk penganggaran yang Responsif  |dan laki-laki , anak-anak
Belanja Langsung menyusun analisi Gender Gender di tiap OPD sehingga laki-laki dan Perempuan ,
tidak mencapai target | R0O0.25.08.20.01.01 di Tiap OPD Eksternal {3 Persentase ARG tidak memenuhi|Lansia Laki-laki dan
target dan hasil pembangunan |Perempuan , Disabilitas
tidak responsif . Perempuan dan Laki-laki
Kiordinaadan Jum_}la; Dokumen — _ . _ 2, Dinas P3APPKB Prov.
Sinkronisasi Perumusan |/ 28il Penyusunan epala Bidang fic,;rangnya pemahaman Masing-masing SOPD masih Kalteng dan
1 |Kebijakan Pelaksanaan I;ebuai-;an K:alltas Hidup |akan pentingnya Kesulitan dalam menentukan Kabupaten/Kota
PUG Kewenangan enyelenggaraan er:rlH'lguan Penyusunan Anggaran program dan kegiatan yang
Piovine 2:-:;;?*\'9"8"93" (KHP)  |Responsif Gender (ARG) Responsif Gender
R0O0.25.08.20.01.02 Eksternal c

Februari 2026
idup Perempuan

suryanto, AKS M.Si
Pembina Tk |
NIP.19730108 199403 1 005




PENETAPAN KONTEKS FRAUD OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

. Provinsi Kalimantan Tengah

: 2026

: 2026

. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB

Sasaran Strategis

Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Program/ Kegiatan Unit Kerja

Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Indikator Target 2026
Sub Kegiatan (tebalkan yang Penyajian dan Pemanfaatan dumnigh DoRuiien Fenyajan dan
dipilih) 1|Data Gender dan Anak dalam Pamantastag Desa Gender da 1 Dokumen
. . |Anak dalam Kelembagaan Data
Kelembagaan Data Provinsi i
Provinsi
Informasi Lain
Program :
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Kegiatan :

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator keluaran
yang akan dilakukan penilaian
risiko

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan
Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
Indikator :

Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data
Provinsi

Palangka Raya, 02 Februari 2026
alaBidang Data dan Informasi

NIP.19731005 199603 2 003




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c
Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian ; 2026
Periode yang dinilai g 2026
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Sumber Data Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
Sasaran Strategis Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Program/ Kegiatan Unit Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data
Kerja Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Indikator Target 2026
Sub Kegiatan (tebalkan ya
gaiar ( yang Penyediaan Data Gender Jumlah Dokumen Data
dipilih) 1 S Gender dan Anak 1 Dokumen
dan Anak Provinsi L ;
Provinsi yang Tersedia

Informasi Lain

Program :

Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan :

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

Indikator :

Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Palangka Raya, 02 Februari 2026
Plt. Kepaja\Bidang Data dan Informasi

SYLVA ETHE,ST..MT
bina
NIP.19731005 199603 2 003




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

Nama Pemda
Nama OPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Penilaian 2026
Periode yang dinilai 2026
Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
S strategis OPD : Mengoptimalksn kuslitas data pada Dinas PIAPPKE Provinsi Kalimantan Tengah
Urusan Pemernintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak, P dalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab*) Dampak*™)
" i :I(,:l:nrln Kaode Realisasi Tindak Lanjut Link Bukti Dukung
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uralan
Risiko
a b ¢ e f g h i k 1 i
Telah dilaksanakan Rakor
Forum Data Penyajian dan
Kebljakan kurang tepat ::::gi atan Data Gend:;r.:isn‘a
; Operator Penginputan SIGA di kartena fidak tersedia data : m. " Kedembaga
Deta Qandm dan Anak paca:Aplkass ROO.24.08 20.02.01 Tingkat Kabupaten/Kota yang |Ekstemal yang akurat terkait program Provinss kahmf’mn Tengah
SIGA tidak akuntabel ; : tahun 2025 Dilsksanakan pada
selalu berganti /pindah dan kegiatan yang berkaitan
dengan urusan PPPA tsnggalls November 2025 yeng
dihadiri peseria dari
|Kabupaten/Kota dan 7
Jumiah (lujuh)SOPD terkait
iaan D Dokumen
¢ (P;enyeclman atuk Data Gende Kepala Bidang Data dan
s ;rld:;idan Anal dan Anak Informasi
Provinsi yang
Tersedia Telah dilaksanakan Rakor
Forum Data Penyajian dan
. Pemanfaatan Data Gender dan
i<eimican kurang tepat Anak Dalam Kerlembagaan data
Kurangnya pengawasan dan kartena tidak tersediadata | o Sl
Data Gender dan Anak tidak Handal |ROO 24.08 20,02 02 evaluasi yang efektif sehingga |Ekstemal yang akural ferkait program |10 "5 ka mantan Tenga
: tahun 2025, Dilaksanakan pada
data tidek akural dan kegiatan yang berkaitan
dengan urusan PPPA ‘?“99.“.'5 Noverber 2025 yarg
dihadin peserta dar
Kabupaten/Kota dan 7
(tujuh}SOPD terkait.
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urat
Kolom b diisi dengan keg tujuan kegiatan, din smaran keg) B tercantum dalam RKA SKFD

Kolom ¢ diisi dengan indikator kinetja tujuan/ sasiran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f ditsi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang erfanggung jawab,/ berkep gan untik
Kotom b diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sehab risiko, sebab ristko bisa dikategorikan ke dalam ; Man, Money, Method. Machine, dan Material
Kolom i diist dengan sumber risiko (ehksternal / internal)
Kolom | dilsi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kotom k diisi dengan wraian akibat yang ditimbulkan jka ristko benar-benar terjadi. Untuk mem permudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kobom 1 diisi dengan pihak/unit yang

lola risiko

henar terjadi

derita /terkima d

palk jika risiko &




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG DATA DAN INFORMAS|

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d
Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD : Dinas Pemberdaysan Perempuan, Perfindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai . 2026
Tujuan Strategis . Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
Sasaran strategis OPD . Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Urusan Pemerintahan . Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak _Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab®) Dampak™)
No SubKegiatan Shetor Kode cuc Pihak Realisasi Tindak Lanjut Link Bukti Dukung
Keluaran Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian yang
Risiko Terkena
a b c e f g h i J k 1 m i
Jumilah Dokumen

[Sa— :n!’ﬂrj‘i:: ;ZHD i Penyaishgunaan wewenang Kepala Bida Tindakan untuk memenuhi Ketidakakurstan data yang 1. Masyarakat P ;
; |Pemaniastan Dats Gender |ETere8% P4 dengan memanipulasidata  |oeo 24 05200201  |Datadan |XOTCS! Obiek peniaian cata | G [dkumpukan dan ketdekiepatan (2. Dinas P3APPKE |7 STRuelan Sk Terbian Gender

dan Anak dalam dalam dalam Penyusunan Buku Data EmERen e et agar sesuai dengan standar |dalam aralisis data untuk Prov. Kalteng dan |3 g\d na e ﬂf!aw'_l;a dengan BPS

| Kelembagaan Data Provinsi Kelembagaan Terlpilah Gender dan Ansk yang diinginkan/ditetapkan kebutuhan perencanaan program |Kabupaten/Kota rovinel Kakrnantan Tengah.

Data Provinsi
Palgngka\Raya, 02 Februar 2026
Pit la Hidgng Data dan Informasi
SYLV E,ST..MT
na
NIP.18731005 199603 2 003

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor arut
Kolom b diisi dengan keg; tujuan keg; dan sasaran keglat b tercantum dalam REA SKPTY
Eolom ¢ diisi dengan indikator kinerja iujoan/ sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom [ diisi dengan Koede risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab; b untuk Jola nsiko

Kolom h diisi dengan |

Kbl

risiko, Untuk

ah id

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal /internal)
Kolom | diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atan UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uralan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar tegadi. Untuk mem permuodah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom | diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dam pak jika risiko benar-benar terjadi

ifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c¢

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah
2026
2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)/Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

Sub Kegiatan Indikator Tar%e{;;gh”"
1 |Advokasi dan sosialisasi Jumlah pemangku kepentingan
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan [tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Hak Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan advokasi dan
sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan 50 Lembaga
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Provinsi
2 |Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan |Jumlah dokumen hasil monitoring dan
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan |evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Hak Anak Kewenangan Provinsi Pemenuhan Hak Anak Kewenangan |, Laporan
Provinsi

Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program:

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan:

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi

Sub Kegiatan :

1. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi

2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Provinsi

Indikator:

1. Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi
dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

2. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Provinsi

Palangka Raya,  Februari 2026
Kepala Bidang Perlip@ungan dan Pemenuhan Hak Anak

SYLVANA THE, ST., MT
Pembina
NIP.19731005 199603 2 003




PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD (BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Form 2d

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2026

2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)/Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

; . Target tahun
Sub Kegiatan Indikator 2028
1 |Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pendampingan pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas
peningkatan kualitas hidup anak hidup anak kewenangan provinsi 1 Dokumen
kewenangan provinsi

Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program:

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan:

Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Provinsi

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
Indikator:

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak
kewenangan provinsi

Palangka Raya, Februari 2026
Kepala Bidang Perlin@ungan dan Pemenuhan Hak Anak




PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD (BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2026

2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Perlindungan Khusus Anak / Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dilakukan penilaian risiko

b K:agr';tz?pglt;l;a'ka" Sub Kegiatan Indikator Targzegztgh”"
1 |Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi
dalam pencegahan KtA Kewenangan |pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
Provinsi 1 Laporan
Informasi Lain
Program, Kegiatan, Sub |Program:
Kegiatan dan indikator Program Perlindungan Khusus Anak
keluaran yang akan Kegiatan:

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi

Indikator:

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi

Palangka Raya, Februari 2026
Kepala Bidang Perji gan dan Pemenuhan Hak Anak

SYLVANA ANET)
Pembina
NIP.19731005 199603 2 003




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3¢
Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Nsma OPD . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian . 2026
Periode yang dinilal . 2026
Tujuan Sirategis . Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi
Sasaran strategis OPD . Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
Urusan Pemerintahan - Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelusrgs Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pember Perempusn, Perdindungan Anak, Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
No SubKegiatan Indikatar Kel = I = cnc L =51
Uraian f— ] Pem| n mber ral Pihak yang Terkena
Risko
a b c e g h i i k |
Jumiah pemangku kepentingan
s s KEPALA BIDANG
; ; ang mendapatkan advokasi dan © ! A
Advakasi dan Sosu_allsaal o pa‘ \aan kebijakan |Miniminya pencapaian kabupaten/kota PERLINDUNGAN DAN |Minimnya Kapasitas SDM di masing- Rendahnya pencapaian Dinas P3APPKB Provinsi
1 |Peisksanaan Kebijakan " - \dapatkan Predikat minimal PEMENUHAN HAK |masing Perangkat Eksternal ¢  |Kabupatenols vang KIA: dan Mabfole, Masymrakat,
Pemenuhan Hak Anak pernanuhan hak anak e s Ao KA ANAK Dosren minimal Tingkat Pratama | Anak sebagal Objek
Kewenangan Provinsi PIOVIng! e - (PPHA) pelaksanaan KLA
: . ) ) KEPALA BIDANG  |Kurang paham tentang
Mc.:nmonng_ m":'k‘:' ax) jumfaha‘dokgmafl;khaal monkorng Minimrya koordinasi dan sinergitas Tim PERLINDUNGAN DAN |indikator/klaster evaluasi KLA yang Rendahnya nilai evaluasi ina::;ﬁK;PK:‘s m::at
o |PoiRporEn poRisanagh ) BVRUSE pRacHTaan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Leyak PEMENUHAN HAK  |menjadi tanggung jaweb dari masing{Eksternal c Kabupaten/Kota Layak Anak |52 B, Dasvaraxal,
kebijakan pemenuhan hak kebijakan pemenuhan hak anak Anak (KLA) ANAK masing Tim Gugus Tugas KLA Anak sebaga Objek
anak kewenangan provinsi kewenangan provinsi (PPHA) Kabupaten/Kota pelaksanaan KLA
N . _— Jumniah dokumen hasil koordinasi KEPALA BIDANG 3 .
Koordinasi dan sinkronisasi . - Tidak diberikan ruang den pelibatan
N 3
pelaksanasn pendampingan dan sinkronisasi pefaksunaan Minimnya keterdibatan anak dalam _ PERLINDUNGAN DA untuk anak menyampaikan Pmnuhan dan ) DP3APPKE Provinsi dan
3 P RITENG pendampingan pening p aan pembangunan melalui PEMENUHAN HAK Internal c perlindungan anak tidak
peningkatan kualiatas hidup Kiigiltas hidip anak kewsnangan | Susta Anak (SA) ANAK pendapat atau suara anak dalam depet makeival Kab/Kota, Anak.
anak Kewenangan Provinsi provinsi v g8 (PPHA] perencanaan pembangunan
KEPALA BIDANG
I . —_ Kurangnya pemahaman tentang ? .
Monitoring evaluasi dan Jurnlah dokumen hasil monitoring PERLINDUNGAN DAN | it Dinas P3APPKB Provinsi
§ Angka kasus kekerasan terhadap anak tindak kekerasan terhadap anak dan Tingginya angka kasus
4 |pelaporan dalam pencegahan | dan evaluasi pencegahan KiA ol o : PEMENUHAN HAK Eksternal c dan Kab/Kota, Masyarakat,
KtA kewenangan provinsi kewenangan provinsi di Kalimantan Tengah masih tinggl ANAK mm”'s‘“‘a pelaporan kasus kekerasan terhadapanak |\
(PPHA)
Palangka Raya, Februari 2026
Kepala Bidang Herlinduggan dan Pemenuhan Hak Anak




Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d
Nama Pemda . Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian . 2026
Periode yang dinilai . 2026
Tujuan Strategis . Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi
Sasaran strategis OPD - Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
Urusan Pemerintahan . Pemberdayaan Perempuan, Pedindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab*) Dampak**)
No SubKeglatan Indikator Keluaran Kod
Uralan — Pemilik Urailan Sumber Uraian Pihak yang Terkena
a b 3 ® f ga h i k 1
Kc:afmnasi dlan sinkronisasi Jumiah dokumen hasil T —
. koordinasi dan sinkronisasi Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kepala Bidang Pemilihan pengurus forum anak tidak b "
1 ::m:’::gi:a“mﬂs pelaksanaan pendampingan  |Provinsi tidak sesuai dengan kriteria Perlindungan dan mengikuti langkah-langkah sesual Eksternal 1arp|f|hbu::: ba;knpehensl dan E‘“s P:‘AZP:B Frovinsi dan
peningkatan kualitas hidup dan kompetensi pemenuhan Hak Anak |ljuknis/permen PPPA ey SR NORETIGUEAN. | FOmim. Ane RaTeY Kalieng
hidup anak Kewenangan P menjadi pasif
Provinsi anak kewenangan provinsi
Pal Februari 2026

ETHE, 5T., MT
bina
5 199603 2 003




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah
2026
2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

) ' Target tahun
Sub Kegiatan Indikator 2026
1 |Advokasi dan Sosialisasi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 10 Lembaga

Penyediaan Sarana Prasarana
Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi
yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialiasi
(Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program :

Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Indikator :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan
Advokasi dan Sosialiasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah




PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2026

2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

Sub Kegiatan Indikator Target tahun 2025

1 |Advokasi dan Sosialisasi
Penyediaan Sarana Prasarana
Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi
yang Mendapatkan Advokasi dan
Sosialiasi (Lembaga Pemerintah dan Non
Pemerirmtath

10 Lembaga

Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program :

Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

Indikator :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi yang Mendapatkan
Advokasi dan Sosialiasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Pala 2 Februari 2026
Pit. Kepala BidangR

mempuan dan Kualitas




DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Form 3d
Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilal . 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis OPD - Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab*) Dampak™)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kode
Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber Uralan Pihak yang Terkena
a b 3 e ; 3 g h i K [
Ketidakpatuhan Pelaksanaan
) administratif keuangan dan Kegiatan tidak
" NN Jumlah Lembaga Penyedia Penyalahgunaan Anggaran, § X
kaa.s' dan Sosialises| Layanan Perlindungan Perempuan |Pengadaan Fiktif, dan Ketidakefektifan Kepala Bidang pel_aponan d*‘!‘ Efektif Sehingge
Penyediaan Serana Prasarana | |1 . provinsi yang Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi |RFO.25.08.20.0 | Perlindungan Ketideiaisumian dakim Menyetabican
L5 L£2.U8.20. ki i ini n k
1 |Layanan bagi Perempuan Mendapatican Advokasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 403 Perempuan dan pelaksanaan Advokasidan | Internal Minimnya Sarana |Perempuan dan ana

Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Sosialiasi (Lembaga Pemerintah
dan Non Pemerintah

Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan

Kualitas Keluarga

Sosialisasi Penyediaan
Sarana Prasarana
Layanan bagi Perempuan
Korban Kekerasan

Prasarana Layanan
bagi Perempuan
Korban Kekerasan
yang Tersedia




Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKAS! RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

Form 3c
|Nama Pemda ; Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OFD . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian . 2026
Periode yang dinilai . 2028
Tujuan Strategis ;. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis OPD . Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Rislko Sebab®) Dampak™)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kode cluc
Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
a b c [ f g h i i k 1
2 - Jumiah Lembaga Penyedia Pemotongan Anggaran
;g:::zz::g:;ﬂ:lg::sla — L_ayanan Par_lind_ungan Perempuan Keisalrblntas_.an Anggllran Advokasi dan Ksp_ala Bidang Advokagi dan Sosialisasi Minimnya Sarana
1 |Layanan bagi Perempuan Tingkat Provinsi yang Sosialisasi Penyediaan ._'Sarana ROO.25.08.20.04.01 Perlindungan Penyediaan Sarana ) Internal c Prasarana Layanan bagi Perempuan dan anak
Korban Kekerasan Menlda‘paltkan Advokasi dan_ Prasarana Layanan bagi Perempuan Pore_mpuan dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban P 20
Kewenangan Provinsi Sosialiasi (Leml':laga Pemerintah  |Korban Kekerasan Kualitas Keluarga |Perempuan Korban Kekerasan yang Tersedia
dan Non Pemerintah Kekerasan

NIP. 19710624 #0




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah
2026
Periode RPJIMD Tahun 2025-2029

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

Sumber Data

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta
Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Strategis (tebalkan
yang dipilih)

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak

4. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Program/ Kegiatan Unit Kerja

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pengendalian Penduduk (PP}
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Sub Kegiatan Indikator Target tahun 2026
P b < - :
engem a.ngan dan Penyediaan Ma.tr-.-rl Promosi dan Angka Kelahiran Total/Total
1 Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Fertility Rate (TFR) 2.23
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-
2 Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE 29 Tahun (Age Specific Fertility 38.2
Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal Rate/ ASFR)
3 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
4 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
Indeks Pembangunan Berwawasan 579
Kependudukan (IPBK} ’
" Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan dan Pelaporan
6 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan tingkat Provinsi




Sub Kegiatan (tebalkan yang
dipilih)

Informasi Lain

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan

Angka Prevalensi Kontrasepsi

7 B K Modern (Modern Contraceptive 66.41
dalam Program Bangga Kencana Prevelance Rate/mCPR)
Fas‘tlit:sij Kerja ISakn:a deng:: St:ke.hﬁlders d‘a; ::I::Ir: WMadian Usia/ Kawin Petima ”
8 |Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi da Perempuan (MUKP)
Program Bangga Kencana
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Persentase Kebutuhan KB yang
9 |KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Terpenuhi menurut Alat/Cara KB 88.81
Kesertaan Ber-KB Modern (Demand Satisfied)
Kehamilan Tidak Direncanakan
10 |Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 8.44
1 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan Persentase Kebutuhan ber-KB yang 8
dalam Program Bangga Kencana Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan
: A ; Indeks Pembangunan Keluarga
12 |Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan (Ibangga) 62.7
Kabupaten/Kota o8
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga
13 [dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Indeks Lansia Berdaya 62.64
Keluarga Berkualitas
Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK)
Indeks Pengasuhan Keluarga yang
. : 86.88
Memilik Remaja
14 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan
Keluarga dan Remaja
Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam
15 |Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di
Kampung Keluarga Berkualitas
16 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Persentase Kampung Keluarga 26.35
tingkat provinsi dan kabupaten/kota Berkualitas Mandiri :
17 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga




Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pengendalian Penduduk (PP)
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan :

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

Advokasi dan Sosialisasi GDPK

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan

Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai
dengan Kearifan Budaya Lokal

Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan

Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promasi dan KIE Program
Bangga Kencana

Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas

Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja

Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga
Berkualitas

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Indikator :
Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan
Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga

Palangka Raya, Januari 2026
PIt Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

WILNA SILVANY, SE.
NIP. 19880407 201101 2 003




PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

. Provinsi Kalimantan Tengah
. 2026
. 2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta

Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

Sub Kegiatan Indikator Target 2026
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan
: A ; i
Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak rigkes Reiahiran Tc;]tr;g}?'ora.-' Fertiifty fate 2.23
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta
88. : > Angka Kelahiran Remaja Umur 15-29
Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) 38.2
Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal S
Advokasi dan Sosialisasi GDPK
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
Indeks Pembangunan Berwawasan 7
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kependudukan (IPBK) 57.9
Pencatatan dan Pelaporan
Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan tingkat Provinsi
6 b p—_— o LalarnG K Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern
engem dar‘llganp " T:gBuanan ;Ja;::r;gnaeml raan (Modern Contraceptive Prevelance 66.41
alam Program Bangga Ke Rate/mCPR)
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stake.holders d‘an Mitra Ndian Uk Kawin Pertania Perempuan
Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE (MUKP) 21
Program Bangga Kencana
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi
KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan menurut Alat/Cara KB Modern (Demand 88.81
Kesertaan Ber-KB Satisfied)
Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) 8.44




Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian
risiko

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak

8
dalam Program Bangga Kencana Terpenuhi (Unmeet Need)
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 62.7

Kabupaten/Kota

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Indeks Lansia Berdaya 62.64
Keluarga Berkualitas

Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK)

Indeks Pengasuhan Keluarga yang 86.88

Memilik Remaja
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan
Keluarga dan Remaja

Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam
Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di
Kampung Keluarga Berkualitas

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di |Persentase Kampung Keluarga Berkualitas

L. 26.35
tingkat provinsi dan kabupaten/kota Mandiri

Pembinaan dan Pendampingan Program
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

PROGRAM

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pengendalian Penduduk (PP)
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

KEGIATAN :

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam
Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga




SUB KEGIATAN :

Advokasi dan Sosialisasi GDPK

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan

Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi
sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan

Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE
Program Bangga Kencana

Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE
Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas

Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja

Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota Pembinaan
program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung
Keluarga Berkualitas

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Indikator :
Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan
Jumlah kegiatan KIE PP ,KB dan Pembangunan Keluarga

Palangka Raya, Januari 2026
Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

WILNA SILVANY, SE.
NIP. 19880407 201101 2 003




IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Formulir Kertas Kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Reproduksi sasual dengan
Kearifan Budaya Lokal

sesual dengan Kearifan
Budaya Lokal

Form 3d
Nama Pemda . Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perdindungan Anak, Pengendalian Penduduk can Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilajan 12028
Periode yang dinilai 1 20268
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan kualitas dan kesejanteraan keluarga
Urusan Pemerintahan . Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk can Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
; Risiko Sebab’) Dampak**)
No SubKegiatan Indikator Keluaran MG Kode Pemdik Uik s ’ Pihak yang
Risiko Terkena
a b c e f 9 h i k ]
T |Advokasi dan Sosialisasi Dokumen hasil advokasi | Potensi manipulas atau rekayass Kepala Bidang Lemanhnya peng T Intemal Laporan tidak mencerminkan |Dinas PIAPPKB, |
GDPK dan sosialisasi GDPK dokumen advokasl dan sosialisasi Pengendalian pelaksanaan kegiatan kondisi sebenarnya dan Pemerintah
GDPK agar terfihal telah dilaksanakan Penduduk dan menurunkan kredibilitas Kab/Kota,
sesuai target. Keluarga Berkualitas pelaksanaan GDPK. |Masyarakat
ROO.26.2 14.02 1.01.0021
2 |Penyusunan dan Pemanfaatan |Dokumen hasil Risiko penyusunan dokumen GDPK ROQ 26.2 14.02 1.01 0022 |Kepala Bidang Tekanan pemenuhan Intemal Dokumen GDPK tidak Dinas P3APPKB,
Grand Design Pembangunan  |Penyusunan dan secara formalitas tanpa proses Pengendalian target dokumen digunakar secara optimal | Pemerintah
Kependudukan (GOPK) Tingkat| Pemanfaatan Grand partisipatif yang memadal. Penduduk dan | sebagai dasar kebijakan, Kab/Kota,
Provinsi Design Pembangunan Keluarga Berkualitas |Kurangnya pengendalian
Kependudukan (GDPK) mutu penyusunan
Tingkat Provinsi
3 !Psmbinean dan Peng v |Dokumen hasil Pembinaan |Pemalsuan atau penggelembungan ROO 26.2 14.02 1.01 0023 |Kepala Bidang Sistem pelaporan berbasis Internal Data tidak akurat dan Dinas P3APPKB,
Penyelenggaraan Pencatatan |dan Pengawasan laporan hasil pemtinaan dan Pengendalian dokumen tanpa validasi pengambilan keputusan Pemerintah
dan Pelaporan Penyelenggaraan pengawasan Penduduk dan |apangan menjadi tidak tepat. Kab/Kota,
Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Berkualitas
Pengawasan intemal
lemah
4 |Sinergitas Kebijakan Jumiah fasilitasi Kenja Risiko klaim kerja sama fiktf atau tidak | ROO.26.2 14.02 1.01 0026 |Kepala Bidang Tidak adanya evaluas! Intermal Sinergi kebijakan tidak Dinas P3APPKB,
Pembangunan Berwawasan Sama dengan Stakeholders|aktif. Pengendalian keberlanjutan kerja sama berjalan meskipun dilaporkan |Pemerintah
Kependudukan tingkat Provinsi |dan Mitra Kerja dalam Penduduk dan tercapal, Kab/Kota,
Pelaksanaan Advokasi, Keluarga Berkualitas [Bukt| kerja sama tidak |Masyarakat
Promosi dan KIE Program diverifikasi
Pembangu nan
5 |Pengembangan dan Jumiah jenis materi Risiko pengadaan atau penyusunan ROO.26.2 14.03 1.01 0007 |Kepala Bidang Kurangnya reviu substansi Internal Mater tidak efektif dan 1. Masyarakat
Penyediaan Maten Promaosi promosi dan Konseling materi promos! yang tidak sesuai Pengendalian dan kualitas matern anggaran tidak memberikan |3. Dinas P3APPKB
dan Konseling Kesehatan Kesehatan Reproduksi dan |spesifikasi namun tetap dilaporkan Penduduk dan manfaat optimal. Prov. Kaiteng
Reproduksi dan Hak-Hak Hak-Hak Reproduksi | sesuai target. Keluarga Berkualit Peng | terbatas




6 |Penurunan Kehamilan yang Dokumen kegiatan Risika pelaporan kegiatan yang tidak RO0.26.2.14.03.1.01.0009 |Kepala Bidang Pemantauan fapangan Internal Target penurunan kehamilan |Dinas P3APPKE,
tidak diinginkan Perurunan Kehamilan yang|sepenuhnya dilaksanakan |Pengendalian terbatas tidak diinginkan tidak Pemerintah
tidak diinginkan |Penduduk dan tercapa. Kab/Kota,
Keluarga Berkualitas |Bukti pelaksanaan Masyarakat
administratif
7 [Fasiitasi Kefja Sama dengan | Dokumen Fasilitas| Kerja | Dokumen kerja sama dibual tanpa ROO 26.2.14.03.1.01.0010 |Kepala Bidang Lemahnya monitoring Internal Efekfivitas program Bangga |Dinas P3APPKE,
Stakeholdars dan Mitra Kerja | Sama dengan Stakeholders |implementasi nyats. Pengendalian pelaksanaan kefja sama Kencana menurun. Pemerintah
dalam Pelaksanaan Advokasi, |dan Mitra Kerja dalam Penduduk dan Kabi/Kota,
Promes| dan KIE Program Pelaksanaan Advokasi, Keluarga Berkualitas Masyarakat, Mitra
Bangga Kencana Promosi dan KIE Program Kena
Bangga Kencana
8 |Penggunaan Media Massa Jumiah Media Massa Cetak|Risiko pelaporan penggunazn media ROO.26.2.14.03 1.01 D011 |Kepala Bidang Tidak dilakukan Internal Pesan KIE fidak menjangkau |Dinas P3APPKE,
Cetak dan Elektronik Serta dan Elektronik Serta Media |yang tidak sesuai ealisasi Pengendalian pengecekan fisik media sasaran. Pemerintah
Media Luar Ruang untuk Luar Ruang untuk Penduduk dan Kab/Kota,
Advokasi, Promesi dan KIE | Advokasi, Promosi dan KIE Keluarga Berkualites Masyarakat
Program Bangga Kencana Program Bangga Kencana
Sesuai Kearifan Budaya Lokal |Sesual Kearifan Budaya
Lokal
9 |Pemngkatan Peran Serta dan  |Jumlah dokumen Risiko pencantuman peran serta ormas |RO0.26 2.14.03 1.02 0002 | Kepala Bidang Verifikasi peran ormas Internal Pelayanan dan pembinaan  |Dinas P3APPKB,
Kerja Sama Organisasi Peningkatan Peran Serta  |secara administratf tanpa kegiatan Pengendalian terbatas KB tidak optimal. Pemerintah
KeMasyarakatan dalam dan Kerja Sama Organisas! [nyata Penduduk dan Kab/Kota,
Pelayanan dan Pembinaan KeMasyarakatan dalam Keluarga Berkualitas Masyarakat
Kesertaan Ber-KB Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
10 |Pengembangan dan Jumiah Dokumen Jejaring kemitraan hanya bersifat RO0,26.2.14.03.1,02.0004 |Kepala Bidang Tidak ada evaluasi Internal Dukungan terhadap program |Dinas P3APPKB,
Penguatan Jejaring Kemitraan |Pengembangan dan formalitas dokumen | Pengendalian keberlanjutan kemitraan tidak maksimal Pemerintah
dalam Program Bangga Penguatan Jejaring Penduduk dan Kab/Kaota,
Kencana Kemitraan dalam Program Keluarga Berkualitas Masyarakat, Mitra
Barigga Kencana Kera
11 |Penumbuhan dan Peningkatan |Jumilah dokumen hasil Pelaporan kegiatan penyuluhan yang | RO0.26.2.14.04.1.01.0016 | Kepala Bidang Mi ya pi d Internal Kesadaran keluarga tidak Dinas P3APPKB,
Kesadaran Keluarga dalam Penumbuhan dan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pengendalian lapangan meningkat signifikan. Pemerintah
Keterlibatan Perencanaan Peningkatan Kesadaran Penduduk dan Kab/¥ota,
Kehidupan Menuju Keluarga Keluarga dalam Keluarga Berkualitas Masyarakat Mitra
Berkualitas Keterlibatan Perercanaan Kerja
Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas
12 |Pembinaan Peningkatan Akses |Jumiah Dokumen Risiko penggelembungan laporan ROO 26.2.14.04.1.01.0020 | Kepala Bidang S pelaporan tidak Internal Program tidak berdampak Dinas P3APPKB,
dan Kualitas Ketahanan Pembinaan Peningkatan  |pembinaan. Pengendalian berbasis eviden lapangan nyata pada sasaran. Pemerintah
Keluarga dan Remaja Akses dan Kualitas Penduduk dan Kab/Kota,
Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berkualitas Masyarakat
Remaja




13 |Advokasi, Sosialisasi dan Jumlah Advokasi, Ristko pelaporan kegiatan advokasi ROO 26.2 14.04.1.01 0022 | Kepala Bidang Validasi bukti kegiatan Internal c Pemanfaatan iBangga dalam |Dinas P3APPKB,
Promos! Indeks Pembangunan |Sc isasi dan Promosi yang tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pengendalian terbatas kebijakan rendah. Pemerintah
Keluarga (iBangga) Tingkat Indeks Pembangunan Penduduk dan Kab/Kcta,
Provinsi dan Kabupaten/Kota |Keluarga (iBangga) Tingkat Keluarga Berkualitas

Provinsi dan
Kabupaten/Kota

14 |Pembinaan program Jurmilah dokumen Dokumen pembinazan dibuat tanpa RO 26.2 14.04.1.01 0028 | Kepala Bidang Kurangnya monitoring Internal c Upaya peningkatan kualitas |Dinas P3APPKBE,
Pengasuhan 1000 Hari Pembinaan program dampak nyata di lapangan. Pengendalian kegiatan anak tidak optimal Pemerintah
Pertama Kehdupan (HPK) Penrgasuhan 1000 Harn Penduduk dan Kab/Kota,

Pertama Kehidupan (HPK) Keluarga Berkualtas Masyarakat

15 |Fasilitasi pernerintah daerah Jumiah dokumen Fasilitasi | Risiko fasilitasi hanya bersifat ROO0.26.2 14.04.1,02 00DE | Kepala Bidang Koordinasi teknis terbatas |Intemal [+] Program tdak merata antar  [Dinas P3APPKB,
Kabupaten/Kota dalam pemerintah daerah administratif. Pengendalian daerah. Pemerintah
Pengembangan Program Kabupaten/Kota dalam Penduduk dan Kab/Kota,
Ketzhanan Keluarga di Pengembangan Program Keluarga Berkualitas Masyarakat
Karrpung Keduarga Berkualitas |Ketahanan Keluarga di

Kampung Keluarga
Berkualitas

16 |Fasilitasi kegiatan Jumilah dokumen Fasilitasi |Risiko laporan fasiitasi tidak sesuai ROO.26.2 14.04 1.02 0007 | Kepala Bidang Pengawasan ‘apangan Internai c Tujuan peningkatan ekonomi |Dinas P3APPKB,
pemberdayaan Ekonomi kegiatan pemberdayaan realisasi Pengendalian terbatas keluarga tidak tercapai Pemerintah
Keluarga i tingkat pravinsi dan |Ekcnomi Keluarga di Penduduk dan Kab/Kota,
kabupaten/kcta tingkat provinsi dan Keluarga Berkualitas Masyarakat

kabupaten/kota

17 |Pembinaan dan Pendampingan |Jumiah dokumen Risiko pendampingan dilaporkan tetapi | ROO.26.2 14.04 1.02.0011 | Kepala Bidang Keterbatasan pendamping |Intermnal c Program pemberdayaan tidak |Dinas P3APPKB,
Program Permberdayaan Pembinaan dan tidak dilaksanakan optimal. Pengendalian dan manitoring berkelanjutan Pemerintah
Ekonomi Keluarga Perdampingan Program Penduduk dan Kab/Kota,

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Berkualitas Masyarakat
Keluarga

Palangka Raya, Januari 2026
Pit. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah
2026

2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

- Program Perlindungan Perempuan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan

Indikator

Target tahun

2026
Layanan Gelar Kasus bagi Dokumen Pelaksanaan Layanan Gelar Kasus bagi
Sub Kegiatan (tebalkan Perempuan Korban I_(ei_(erasan Perelmpuan quban Kekerasan Tingkat Daerah 1 Dokumen
yang dipilih) Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas |Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Daerah Kabupat
Upaten/ints Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan
Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan 5 Orang
Lintas Daerah Kabupaten/kota
Layanan Pendampingan tenaga Ahli|Dokumen Pelaksanaan Layanan Pendampingan
Bagi Perempuan Korban Kekerasan |tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas |Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/kota Kabupaten/kota
Jumlah Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 10 Orang
Layanan Rumah Perlindungan Bagi |Dokumen Pelaksanaan Layanan Rumah
Perempuan Korban Kekerasan Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas |Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/kota Kabupaten/kota
Jumlah Layanan Rumah Perlindungan Bagi
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah 1 Tahun
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya|Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Lembaga Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
Penanganan bagi Perempuan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi| 1 Dokumen
Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi
Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi 80 Oran
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 9
layanan Spesifik untuk pemulihan  |Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik untuk
korban bagi Perempuan Korban pemulihan korban bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi |Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 1 Dokumen
dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota |Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban
bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah 100 Orang

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota




Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program :

Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/kota

2. Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/kota

3. Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/kota

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

5 layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator

1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan
lanjutan

2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Palangka-Raya, 3 Februari 2026
7o nKepalaUPT,

W\ Pembina’
W, o NIP- 19710624 199011 2 002




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3¢
Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Perilaian : 2026
Seriode yang dinilai : 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Sasaran strategis OPD . Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara kimprehensif
Jrusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2PD yang Dinila: . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab’) Dampak™) TINDAK LANJUT
No| SubKegiatan Indikator Keluaran Kode cic
Uraian s Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena| REALISASI Bukti Dukung
a b c e 1 [*] h i 1 k 1 m
Terjadinya keterlambatan atau i’;i; rm! E;SI .f tEeErIl(ait Layanan penanganan korban
Layanan Gelar | Dokumen Pelaksanaan Layanan |ketidaktepatan penanganan dan rujukan kewenangan m’xmmm‘:‘e:?k
& L]
Kasus bagi Gelar Kasus bagi Perempuan kasus perempuan korban kekerasan - :
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah |akibat keterbatasan koordinasi, data EOO 24.08.20.07. |\ ooaia UPT-PPA k::g?]kaa?}an Internal c mmkubfxmﬁ%:” S:;m Ma;syara:at yang
Karban Provinsi dan Lintas Daerah kasus, dan kapasitas pelaksana layanan pen aguan - maksimal meaponan
1 |Kekerasan Kabupaten/kota di tingkat provinsi dan lintas Eekgrasan terhadap
Tlr!gkat Daerah kabupaten{ko{a- naramean
Provinsi dan Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi Tersedianya KaBUS K b
Lintas Daerah Perempuan Korban Kekerasan Ancaman pelaku kekerasan terhadap ROOD.24.08 20 07 iendia UPT-BRA layanan pengaduan Eiigintiiai c teruns Kl o d :‘saan Masyarakat yang
Kabupaten/kota | Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas|korban /pelapor ke UPT PPA 02 P dan perlindungan k g a? eng melaporkan
Daerah Kabupaten/kota korban kekerasan INEREHTE
TUSTeTUATES AT
Layanan Dokumen Pelaksanaan Layanan informasi terkait xnﬂn penanganan korban
; i 1 rasan perempuan tidak
Pendampingan | Pendampingan tenaga Anli Bagi |\ teriapat pengaduan kekerasan  |ROO.24.08.20.07. kewenangan dapat ditindak lanjuti tepat | Masyarakat yang
tenaga Ahli Bag | Perempuan Korban Kekerasan = |, ana bikan kewenangan Provinsi |01 NPT R [ Aeegatan i € |waktu (berienjang) kasus lapork
Perempuan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas el g penanganan tidak bisa lerunzliap secara AR
2 Korban Daerah Kabupaten/kota pengaduan koran maksimal
Kekerasan _ = =
Tingkat Daerah Jumlah Layanan Pendampingan Tersedianya .
Provinsi dan tenaga Anil Bagl Perempuan Ancaman pelzku kekerasan terhada R0O0O.24.08.20.07 layanan pengaduan Kasus tidak bisa Ma kat
Lintas Daerah Korban Kekerasan Tingkat Daerah P P : i Kepala UPT-PRA |27/ peng Eksternal ¢ |terungkap dengan syarakat yang
Y it : korban /pelapor ke UPT PPA 02 dan perlindungan : melaporkan
Kabupaten/Kota Provinsi dan Lintas Daerah i pliss sl maksimal
Kabupaten/kota
L R b Dokumen Pelaksanaan Layanan lrr:EfolErm! U:: stearlkait Layanan penanganan korban
ayanan Rumah | Rumah Perlindungan Bagi Masih terdapat pengaduan kekerasan Kaxcardsan perampuan toak
0.24.08 2007 i
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan  |perempuan yang bukan kewenangan | > AR62 Kepala UPT-pPA | KEWeENangan Internal ¢ |depstdindakianititepat  |Masyarakat yang
Bagi Perempuan ; 3 3 a1 kebijakan waktu (berjenjang) kasus melaporkan
g p Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas|Provinsi R tidak bisa terungicap secara
E""Kba” Daerah Kabupaten/kota 5”‘3. e T ksimal
3 |Kekerasan
;ingkat_%aerah ;Lg:.ll|1:gu|;|ag?nn;r;g?uPr:fehmpuan Tersedianya Kasus tidak bisa
rovinsi dan
Lintas Daerah Korban Kekerasan Tingkat Daerah ':;‘sz':?"eﬁ':ia':uk:esjg?;?;emadap 520 0:24.08.20.97 Kepala UPT-PPA ?::nan:”;;zz?}ac;ian Eksternal C  [terungkap dengan Mafyara: atyang
Provinsi dan Lintas Daerah Reap pe g maksimal meapoean

Kabupaten/kota

Kabupaten/kota

korban kekerasan




REETUaasdll
informasi terkait

Peningkatan Dokumen Penin [ ¥ i k
_ gkatan Kapasitas |Keterbatasan kompetensi dan k ayanan penanganan korban
Kapasitas Striberda X ewenangan kekerasan perempuan tidak
ya Lembaga Penyedia |keberlanjutan SDM lembaga layanan . o e
Eurr:berc;aya Layanan Penanganan bagi yang berpotensi menurunkan kualitas 5?0'24'08'20'0? Kepala UPT-PPA ;2:!?_:;‘;’:1% Internal m‘:&q"‘:‘;’:‘;ﬂ:@ ::2’3;?::)‘ yang
Pzn::jgia ierernpuan Kgrbap K_ekerasan senanganan perempuan korban pengaduan koran tidak bisa terungkap secara posIan
dinen ewenangan Provinsi ekerasan. kekerasan tethatisp maksirmal
Penanganan e
bagi Perempuan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Tersedianya
Karban i i i
e f:;r:;;r:g‘,; la.:;azz%abf:;z?yedqa Ancaman pelaku kekerasan terhadap  |ROO 24.08.20.07. |, \;or opy [13¥aNaN pengaduan | tﬁi:;;:::l::gz . Masyarakat yang
Kewgnangan Perempuan Korban Kekerasan korban /pelapor ke UPT PPA 02 :gpbapﬁrtggg?a%aar; kgl melaporkan
Provinsi Kewenangan Provinsi
RErEroatasarn
Es}op;;lir;q:n nF:eLaksanaighn Iaian:n L"g&g::ﬂg‘:;ka“ Layanan penanganan korban
- ik untuk pemulihan korban , kekerasan perempuan tidak
Iaytar;an Spﬁ‘lfrk bagi Perempuan Korban Ma{‘-’éf; 1if::thnpeg'fkaadn“i:v:‘:::rgs:n" ROO.24.08.20.07. |, /oy ppa [KeDiiakan o dapat ditindak anjuti tepat | Masyarakat yang
uniu peb:lul an | wekerasan Tingkat Daerah ge r Pi yang 01 penanganan waklu (berjenjang) kasus melaparkan
;:rrzamnpuagn' Provinsi dan Lintas Daerah fohis pengaduan koran tidak bisa terungkap secara
Kabupaten/ Kota kekerasan terhada maksimal
Korban pa an a
Kekerasan
Tingkat Daerah | Jymlah layanan Spesifik untuk .
e v : Tersedianya .
Provinsi dan pemulihan korban bagi Kasus tidak bisa
. 4.08.20.07. layanan pengaduan M kat
Lintas Daerah Paremnank Kek n Ancaman pelaku kekerasan terhadap ROO.2 Kepala UPT-PPA | 8Y Eksternal Mg asyarakat yang
Kabupaten/ Kota P Vb Hekerong korban /pelapor ke UPT PPA 02 L dan perlindungan mauks?m:? dengan melaporkan

Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota

korban kekerasan

Palangka Raya, 03 Februari 2026
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d
Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian . 2026
Periode yang dinilai . 2026
Urusan Pemerintahan . Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rumbieriiate Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Sasaran strategis

(tebalkan yang dipiih) Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit |- Program Perlindungan Perempuan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kerja yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Target tahun

Sub Kegiatan Indikator 2026
Sub Kegiatan (tebalkan 1 |Layanan Gelar Kasus bagi Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat
yang dipilih) Perempuan Korban Kekerasan Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 5 Orang

Daerah Kabupaten/kota

2 |Layanan Pendampingan tenaga Ahli |Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat
Bagi Perempuan Korban Kekerasan |Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 10 Orang
Daerah Kabupaten/kota

3 |Layanan Rumah Perlindungan Bagi |Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat
Perempuan Korban Kekerasan Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 1 Tahun
Daerah Kabupaten/kota

4 |Peningkatan Kapasitas Sumberdaya |Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat
Lembaga Penyedia Layanan Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

80 Orang

5 |layanan Spesifik untuk pemulihan Jumlah mendapatkan layanan Kewenangan Tingkat
korban bagi Perempuan Korban Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 100 Orang

Informasi Lain




Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program :

Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/kota

2. Layanan Pendampingan tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/kota

3. Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/kota

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

5. layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator :

1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan
lanjutan.

2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Paiangka Raya, 3 Februari 2026
== ,Kepala UPT-PPA

\ \MP 19710624 199011 2 002




DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA

Form 3c
Nama Pemda Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD . Dinas Pemberdayaan Peremg Perli gan Anak, Fengendalian Penduduk dan Keluarga B 1a Provinsi K 1 Tengah
Tahun Penilaian 2028
Periode yang dinilai . 2026
Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan bagi P puan Korban Kek d
Sasaran strategis OPD Meningkatkan pelayanan terhadap tindak 1 secara prehensif
Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai Dinas Pemb y P F Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab’) Dampak™)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kode
Uraian Risio Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
a b c e f g h i k 1
Terjadinya keterlambatan atau
ketidaktepatan penanganan
Dokumen Pelaksanaan . dan rujukan kasus perempuan Keterbatasan inf si Layanan penanganan
Layanan Gelar Kasus bagi : terkait kewenangan korbar kskerasan
Perempuan Korban kotian kekersean a.klbe.t kebijakan nmr?mm perempuan tidak dapat Masyaraka
Layanan Gelar Kasus | 2 0 T % P ety |Keterbatasan koordinasi, data  [R00.2408.200701  |Kepala UPT-PPA | (20 i internal ditindak lanjuti tepatwaktu m’“":ka"a“ﬂ
bagi Perempuan Provinsi dan I:g Biaerah kasus, dan kapasitas kekerasan terhadap {berjenjang) kasus tclak parkan
Korban Kekerasan Kabupaten/kota pelaksana layanan di tingkat perempuan bisa terungkap secara
1 [Tingkat Daerzh P provinsi dan lintas maksimal
Provinsi dan Lintas kabupaten/kota.
Daerah
Kabupaten/kota
Jumiah Layanan Gelar Kasus Tersed N
bagi Perempuan Korban Ancaman pelaku kekerasan ersadianya layanan -
Kekerasan Tingkat Daerah  |terhadap korban /pelapor ke UPT  |RO0.24.08.20.07.02 |Kepala UPT-PPA |PeNgaduan dan Eksternal Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
Provinsi dan Lintas Daerah PPA :::Lnr::an:“ korban dengan maksimal melaporkan
Kabupaten/kota
sl i Keterbatasan informasi Luaren penshgiesn
aysnan Fandampingan i terkait kewenangan 5
tenaga Ahii Bagi Perempuan | oo terdapat pangaduan iyt kB perempuan tidak dapat |
3 kekerasan perempuan yang ROO.24.08.2007.01 |Kepala UPT-PPA Internal ditindak lanjuti tepatwakty < yang
Layanan Korban Kekerasan Tingkat Btk Kowbear Provinsi pengaduan keran (eruniia) kasiis Hek | melaporkan
| Pendampingan Daerah Provinsi dan Lintas o kekerasan terhadap sl b
tenaga Ahli Bagi Daerah Kabupaten/kota perampuian raksimaf .
2 Perempuan Karban
Kekerasan Tingkat
Daerah Provinsi dan | Jumiah Llliyanan .
k:?s Et::;::ta gagi P::::i;r? ;rt?a!:h" (PR, R i e Tem::mdlaman Kasus tidak bisa kap | M
up g pengaduan dan sUS terungkap | Masyarakat yang
ewein Tingkat Darels Le:"l:?’a:;orban /pefapor ke ROC 2408200702 [Kepala UPT-PPA (7 &5 aan koan Eksternal = St fapork
Provinsi dan Lintas Daerah kekerasan
Kabupater/kota




Dokumen Pelaksanaan

Keterbatasan informasi

Layanan penanganan
korban kekerasan

Layanan Rumah Perlindungan ) terkalt kewena
: K Masih terdapat pengaduan X ngan perempuan tidak dapat
Layariaci Rurrah ﬁ:ﬂ:::nm‘?lur;r; ot Da el:ah kekerasan perempuan yang  |RO0.24.0820.07.01 |Kepala UPT-PPA ';:';':;mr"’" Internal ditindak lanjuti tepatwaktu m?’:;:f;“"g
Perlindungan Bagi | Provinsi dan Lintas Daerah | k2N kewenangan Provinsi kekerasan torhacap e
:arempuan Korban | Kabupaten/kota porepLE maksimal
ekerasan Tingkat
Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Jumiah Layanan Rumah P
Kabupaten/kota Perlindungan Bag| Perempuan | Asncaman pelaku kekerasan - nya layanan
Korban Kekerasan Tingkat  |terhadap korban /pelapor ke UPT |R00.240820.07.02 |Kepala UPT-PPA mm;’:‘:ﬂrm Eksternal Hasus bdeic bisa terungiap |Masyaraket yang
Daerah Provinsi dan Lintas ~ |PPA Vokiatasan N i
Daerah Kabupaten/kota
Dokumen Peningkatan 4 ; Layanan penanganan
Kapasitas Sumberdaya Keterbatasan kompetensi dan Keaboatiossm wikomign korban kekerasan
terkait kewenangan ¢
Lembaga Penyedia Layanan kebertanjutan SDM lembaga kebijakan penanganan perempuan tidak dapat  |yio oraiat van
Peningkatan Ponandanan kasl Parsmptan layanan yang berpotensi RO0.24.0820.0701 |Kepala UPT-PPA RN koo Internal ditindak lanjuti tepat waktu m:;}':ommw ]
Kapasitas - msagl 3 famyas p i kekerasan terhadaj (berjenjang) kasus tdak
Sumberdaya Hortan Hekn - o perampuan korbart kekarssmn. peteiiEn P bisa terungkap secara
Kewenangan Provinsi maksimal
Lembaga Penyedia
Layanan Penanganan
bagl Perempuan Jumiah Peningkatan
:arbnn Kaker:sanl LKapasmas ;Sum:;rdtia R Tersedianya layanan
ewenangan Frovinsi embaga Penyedia Layanan pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
Penanganan bagi Perempuan :;I;'adap korban (pelapor ke UPT |ROO 2408200702 |Kepala UPT-PPA mm ungan koitian Eksternal dengan maksimal melaporkan
Korban Kekerasan Brasan
Kewenangan Provinsi
Dokumen Pelaksanaan
: Layanan penanganan
layanan Spesifik untuk Katarbatassin informas] Kotpan Kekeriaan
_ pemulihan korban bagi Masih terdapat pengaduan m:k::m"mfnn“ perempuan tidak dapat  f.,
layanan Spesifik Perempuan Korban kekerasan perempuan yang bukan |ROC 24.0820.0701 |Kepala UPT-PPA g Iuama:a Internal ditindak lanjuti tepatwaktu | 1 ,hny‘ -
untuk permulihan Kekerasan Tingkat Daerah kewenangan Provinsi kekerasan terhadap (berjenjang) kasus tidak apol
korban bagi Provinsi dan Lintas Daerah parempuan bisa terungkap secara
Perempuan Korban Kabupaten/ Kota maksimal
Kek 1 Tingkat
Daerah Provinsidan | Jumiah layanan Spesifik untuk
Daeral pemulihan korban i .
l‘::::’m"’ ’2‘“ Perempuan Km:ag mﬁﬁ“ﬁm pssemi ROO2408200702 |Kepala UPT-PPA :'r:’:dd:::n‘““ - Eksternal Knausa ticek blan tarengiap |Ntsyaraket yang
Kekerasan Tingkat Daerah PPA e peiapa R P perlindungan korban dengan maksimal melaporkan
Provinsi dan Lintas Daerah kekerasan
Kabupaten/ Kota

... Palangka Raya, 2 Februari 2026
T Kepala UPT-PP
WO KA




Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD UPT-PPA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

- Fam 3d
Nama Pemda Provins] Ralmantan Tengan
Nama OPD . Dinas F ¥ P Periindungan Anak Peng ian Penduduk dan Keluarga B Provinsi Kal Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Pencde yang dinifar 2026
Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Sasaran strategis OP0D Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan Pesdindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kefuarga Berencana
|CPD yang Dinilal Dinas Py y P Perlindungan Anak, Peng: ian f dan Keluarga 12 Provins: K Tengah
No SubKegiatan Indikator Kelua e 2 — g
egi ran e
Uraian Kode Pemilik Uraian Pihak yang REALISASI
Risiko Sumbaer Uraian Terk BUKTI DUKUNG
a b c & 1 a h i k 1 n
La Kasus Pe
ﬂe‘:::masor bina 820 | jumiah me i lg:anan Peramm:adan::";ngan Forban Kelalaian dalam memaniau Teradinya kekerasan
1 |Kekerasan Tingkat Daerah 'fm““".’n:i' ﬁfn"m'::gs Dm“;’f” Periindungan yang ditentukan tidak |RFO 24 082007 01 |Kepaia UPT PPA kondis: m“ “‘;’;‘: (it ataupun penelantaran| Korban
Provinsi dan Lintas Caerah sesuai SOP Layanan penampungan BopTI tiem i oleh petugas penjaga | kekerasan
¢ Jkata Kabupaten/iota K L Rumah Perlindungan Rumah perindungan

__Palangka Raya, 3 Februan 2026
3 ~—Kepala UPT-PPA




Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3¢
Nama Pemda Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD ! Dinas Pemberdayaan P puan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga B 1a Provinsi Kali 1 Tengah
Tahun Peniiaian . 2028
Periode yang dinilai : 2026
Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK
Sasaran strategis OPD Meningkatkan pelayanan terhadap tindak secara kimp sif
Urusan Pemerintahan . Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provins Kalimantan Tengah
Risiko Sebab®) Dampak™) TINDAK LANJUT
Ne SubKegiatan Indikator Keluaran Kode cuc
Uraan Elm Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena REALISASI Bukti Dukung
a b < e f g h i i k 1 m n
: Layanan penanganan
Dokumen Avokasi dan Sosialisasi Nty s ciapat Wmﬂ In::‘l:aﬂr korban kekerasan Anak
. Pencegahan KtA kepada Pangambiil paogachan facersman |RO0.24.00.20.07.0 Kepala UPT-PPA | kebijakan penanganan Internal c Tichilc ciapan “"““‘?"‘.*’“’“" Al kit yarg
Avokasi dan Kebii anak yang bukan 1 tepat waktu (berjenjang) |melaporkan
iy ljakan dan Pemangku iooy pengaduan koran : :
Sosialisasi kewenangan Provinsi K kasus tidak bisa terungkap
ekerasan terhadap anak ;
i Pencegahan Kt secara maksimal
kepada Pengambiil
Kebijakan dan
Pemangku Sl . _— Ancaman peaku Tersedianya layanan
wvokasi dan Sosialisasi i i
| i " kekerasan terhadap R0O0.24.08.20.07.0 pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap |Masyarakat yang
E:bij af a:;::t:m“ :uPengaman korban /pelasor ke UPT |2 IR LETREA perlindungan korban Ehmore & dengan maksimal melaporkan
¥ PPA kekerasan
Ketrt inf : Layanan penanganan
Layanan DokumenLayanan Pendampingan Masih terdapat tarkait kt::::a!ngan o korban kekerasan Anak
Pendampingan :“rz:;‘ db"“' :"““ “m‘:akﬁ.'"f:;“” *””f’d"""bﬁk”m" ?00'24'0&20'“?'0 Kepale UPT-PPA | kebijakan penanganan internal c ﬁ:ﬁ‘:‘:ﬁ:::ml;m r:;m yang
Karbmerbagh s dgrah k:zr: " .’::lm n ::m::ng F:n nsi pangaduan koren kasus tidak bisajtorfu ngka
korban kekerasan pate A IS aie) kekerasan terhadap Anak : ngkap
2 tingiat destah secara maksimal
provinsi dan lintas Jumlah Layanan Pendampingan Korban |Ancaman peaku Tersedianya layanan
daerah kabupaten / bagi anak korban kekerasan tingkat kekerasan terhadap R0O0.24.08.20.07.0 Kepais UPT-PPA pengaduan dan o e Kasus tidak bisa terungkap |Masyarakat yang
kota daerah provinsi dan lintas daerah korban /pelaser ke UPT|2 P perlindungan korban dengan maksimal melaporkan
pel
kabupaten |/ kota PPA kekerasan
; A Layanan penanganan
Dokumen Layanan Pengaduan atau Masih terdapat m‘:‘:x: gan o korban kekerasan Anak
Penjangkauan bagi anak korban pengaduan kekerasan |R0O0.24.08.20.07.0 Kepala UPT-PPA | kebijakan penanganan o e tidak dapat ditindak lanjuti |Masyarakat yang
kekerasan tingkat daerah provinsi dan |anak yang bukan 1 tepat waktu (berjenjang) |melaporkan
Layanan Pengaduan | jntas daarahmkahupaten 1 kota kewe:arr':gan Provinsi POV KDran ka::s tidak bisa terungkap
atau Penjangkauan kekerasan terhadap Anak ksimal
Bl sina¥ kochan secara maksimal
3 |kekerasan tingkat
sr:r:::.g:‘nsl 4 Jumlah Layanan Pengaduan atau Ancaman peaku Tersedianya layanan
Jabupaten 7 kot Penjangkauan bagi anak korban kekerasan terhadap RO0O.2408 20070 s UPT-PPA pengaduan dan F & Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
Pt kekerasan tingkat daerah provinsi dan  |korban /pelasor ke UPT|2 Kepe perfindungan korban dengan maksimal melaporkan

lintas daerah kabupaten / kota PPA kekerasan




Keterbatasan informasi

Layanan penanganan

Dokumen Layanan Pendampingan Masih terdagat : korban kekerasan anak
Layanan ] terkait kewenangan ! :
Pendampingan tenaga ahli bagi ana_k korban kekerasan |pengaduan kekerasan |ROQ.24.08.20.07.0 Kepala UPT-PPA | kebijakan penanganan Intormal tidak dapat ditindak lanjuti  [Masyarakat yang
: tingkat daerah provinsi dan lintas anak yang bukan 1 tepat waktu (berjenjang) |mela n
tenaga ahli bagi anak h Kab H it K Provifisi pengaduan koran : ang porka
S ik daera upatel ewenangan Provinsi Kokerasan terhadap anak kasus tidak bu;s terungkap
tingkat daerah secara maksimal
z::“;gk:?u iritae , | Jumlah Layanan Pendampingan tenaga Ancaman peaku Tersedianya layanan
kit paten ahli bagi anak korban kekerasan tingkat | kekerasan tehadap ROO.24.08 20.07.0 Kepala UPT-PPA pengaduan dan e | Kasus tidak bisa terungkap |Masyarakat yang
daerah provinsi dan lintas daerah korban /pelapor ke UPT |2 P perlindungan korban dengan maksimal melaporkan
kabupaten / kota PPA kekerasan
i : Cayanan penanganan
Dokumen Layanan Gelar Kasus bagi  |Masih terdapat Keta(batasan : i korban kekerasai
anak korban kekerasan tingkat daerah |pengaduan Jekerasan |ROO 24.08.20.07.0 IR Kowermpam tidak dapat diﬁndr;:r:nk'w Masyarakat
Layanan Gelar Kasus e : o 7 |Kepala UPT-PPA | kebijakan penanganan Internal IR o ReYSraIcHt vang
Basiselcketang E;:mm dan lintas daerah kabupaten /| |anak ya:g bu;ra:‘;ins_ 1 i LB ;epat waktu (l_:anmjang) melaporkan
kekerasan tingkat kewenangan ! kekerasan terhadap anak asus Hdal: brsa Iwrungkap
daerah provinsi dan e
lintas daerah Jumtah Layanan Gelar Kasus bagi anak [Ancaman peaku Tersedianya layanan
kabupaten / kota kcrb?n Ikekeﬁ_lsan tingkat daerah kekerasan terhadap ROO.24.082007.0 | Kepala UPT-PPA pen!;aduan dan Ekstarnal Kasus tidak b"sa terungkap |Masyarakat yang
E;:u'lsl dan lintas daerah kabupaten / #Pco;ban Ipelapor ke UPT |2 glmdungan korban dengan maksimal melaporkan
A kerasan
; A ; Layanan penanganan
Dokumen Pelaksanaan layanan Spesifik ’ Keterbatasan informasi
layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Mans1h t::iam ROO.24.08.20.07.0 terkait kewenangan ::rabag kakera_san anak )
untuk pemulinan Korban Kekerasan Tingkat Daerah pe Ead s prasan |3 S I kepala UPT-PPA | kebijakan penanganan Internal Kk dBpatincier: Mgt [Mesyeaiol Jeng
korban bagi Anak Provinsi dan Lintas Daerah Kabupateny [f0o a9 Dén pengaduan koran tepat waktu (berjenjang) | melaporkan
Korban Kekerasan Kota ewenangan Frovins| kekerasan terhadap Anak kasus tidak bisa terungkap
Tingkat Daerah secara maksimal
E‘“‘""’:' dan Lintas | i miah layanan Spesifik untuk Ancaman peaku Tersedianya layanan
K::a {abupaten/ pemulihan korban bagi Anak Korban kekerasan terhadap ROO.24.08.20.07.0 Kepala UPT-PPA pengaduan dan Etstamal Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan |korban /pelapor ke UPT (2 perlindungan korban dengan maksimal melaporkan
PPA kekerasan

Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

Kepaia

_~Palarigka Raya; 03 Feb

ruari 2026
A




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2026

2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

- Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memeriukan Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi

Target tahun

Sub Kegiatan Indikator 2026
. 1 |Avokasi dan Sosialisasi Dokumen Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA
Sub Kegiatan (tebalkan
yagng dipi(lih) Pencegahan KiA kepada Pengambiil|kepada Pengambiil Kebijakan dan Pemangku 1 Dokumen
Kebijakan dan Pemangku - -
Jumlah Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA
kepada Pengambiil Kebijakan dan Pemangku 2 Lembaga
2 |Layanan Pendampingan Korban Dokumen Layanan Pendampingan Korban bagi anak
bagi anak korban kekerasan tingkat |korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas 1 Dokumen

daerah provinsi dan lintas daerah daerah kabupaten / kota
kabupaten / kota

Jumlah Layanan Pendampingan Korban bagi anak
korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas 35 Orang
daerah kabupaten / kota

3 [Layanan Pengaduan atau Dokumen Layanan Pengaduan atau Penjangkauan
Penjangkauan bagi anak korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi 1 Dokumen
kekerasan tingkat daerah provinsi  |dan lintas daerah kabupaten / kota
dan lintas daerah kabupaten / kota

Jumiah Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi
anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan 20 Orang
lintas daerah kabupaten / kota

4 |Layanan pendampingan tenaga ahli |Dokumen Layanan pendampingan tenaga ahli bagi
bagi anak korban kekerasan tingkat |anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan
daerah provinsi dan lintas daerah  |lintas daerah kabupaten / kota 1 Dokumen
kabupaten / kota

Jumlah Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak
korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas
daerah kabupaten / kota 10 Orang




5 |Layanan Gelar Kasus bagi anak

Dokumen Layanan Gelar Kasus bagi anak korban

Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

korban kekerasan tingkat daerah kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah 1 Dokumen
provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota
KRbupen. ko Jumlah Layanan Gelar Kasus bagi anak korban
kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah 5 Orang
kabupaten / kota
6 |layanan Spesifik untuk pemulihan  [Dokumen layanan Spesifik untuk pemulihan korban
korban bagi Anak Korban Kekerasan|bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas |dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi
Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan 100 Orang

Informasi Lain

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program :
Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan :

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabu
Sub Kegiatan :

paten/Kota

1. Avokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambiil Kebijakan dan Pemangku
2. Layanan Pendampingan Korban bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah

kabupaten / kota

3. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah

kabupaten / kota

4. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah

kabupaten / kota

5. Layanan Gelar Kasus bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota
6. Layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas

Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator :

1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan

lanjutan.

2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan

Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Palangka Raya, 2 Februari 2026
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD UPT-PPA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2026

2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data

DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK

Sasaran strategis
(tebalkan yang dipilih)

Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

- Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan bagi anak yang memeriukan perlindungan khusus yang memeriukan Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

Target tahun

Sub Kegiatan Indikator 2026
1 [Avokasi dan Sosialisasi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
Pencegahan KtA kepada Pengambiil| Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Kebijakan dan Pemangku Daerah Kabupaten/kota 2 Lembaga

|Informasi Lain

2 [Layanan Pendampingan Korban Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan

bagi anak korban kekerasan tingkat |Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
daerah provinsi dan lintas daerah  |Daerah Kabupaten/kota 35 Orang
kabupaten / kota

3 |Layanan Pengaduan atau Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
Penjangkauan bagi anak korban Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
kekerasan tingkat daerah provinsi Daerah Kabupaten/kota 20 Orang

dan lintas daerah kabupaten / kota

4 |Layanan pendampingan tenaga ahli [Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan

bagi anak korban kekerasan tingkat |Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
daerah provinsi dan lintas daerah  |Daerah Kabupaten/kota 10 Orang
kabupaten / kota

5 [Layanan Gelar Kasus bagi anak Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
korban kekerasan tingkat daerah Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
provinsi dan lintas daerah Daerah Kabupaten/kota 5 Orang
kabupaten / kota

6 [layanan Spesifik untuk pemulihan  |Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan

korban bagi Anak Korban Kekerasan|Kewenangan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas |Daerah Kabupaten/kota 100 Orang
Daerah Kabupaten/ Kota




Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program :

Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi

Indikator :

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi

Palangka Raya, 3 Februari 2026
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Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3¢
Nama Pemda . Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD . Dinas Pemberdayaan P n. Perlindungan Anak, P dalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai ; 2026
Tujuan Strategis . Meningkatkan Kualitas Perlindungan AMPK
Sasaran strategis OPD . Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kek 1 secara komp if
Urusan P Pamberday F P Perli gan Anak, Peng ian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai Dinas Pembardayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab®) Dampalk™)
No SubKegiatan Indikator Keluaran cluc
Uraian ;ﬁ Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
a b c ] 4 g h i X k 1
Keterbatasan informasi Layanan penanganan
gOR‘:lw f;\’ohﬂ d:: ik Masih terdapat terkait kewenangan korban kekerasan anak
osialisasi Pencegahan pengaduan kekerasan . kebijakan penanganan tidak dapat ditindak lanjuti | Masyarakat yang
Avokasi dan kepada Pengambil akan |anak yang bukan = pengaduan karan tepat waktu (berjenjang) | melaparkan
pada Penga I Kebijak K bukal ROO.24.082007 01 |Kepala UPT-PPA K Internal c jang pork
Sosialisasi dan Pemangku kewenangan Provinsi terhadap kasus tidak bisa terungkap
Pe KtA anak secara maksimal
1 .
kepada Pengambiil
2::2::;&“” Jurnlalh ﬁ‘fﬂ;ﬂﬁl dan ik Ancaman pelaku Tersedianya layanan
Sosislisasi Pencegahan kekerasan terhadap pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
kepada Pengambiil Kebijakan |korban /pelapor ke UPT RO024082007.02 | Kepala UPT-PPA | ariindungan korban B = € |dengan maksimal melaporkan
dan Pemangku PPA |kekerasan
DokumenLayanan ) Keterbatasan informasi Layanan penanganan
. Pendampingan Korban bagi Nhsﬂ:d terdapat terkait kewenangan korban kekerasan anak
yanan pengaduan kekerasan g kebijakan penanganan tidak dapat ditindak lanjuti | Masyarakat yang
Perdampingsn :na: I-;oéban :akerasam ndan anak yang Bukan ROO 2408200701 |[Kepala UPT-PPA Sengadiian kore Internal c (berjenjang) taport
Kortan begianak iNgEat daeran proving: kewenangan Provinsi kekerasan terhadap kasus tidak bisa terungkap
korkan kekerasan . et paten/ieta anak secara maksimal
2 |tingkat daerah
provinsi dan lintas Jumlah Layanan A Y = )
daerah kabupaten / Pendampingan Korban bagi NN PO sisadianys tayaran
kekerasan terhadap pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
kota gnak korban kekera_salj korban /pelapor ke UPT ROO.2408.2007 02 |Kepala UPT-PPA perlindungan korban Eksternal c |4 maksimal ik %
tingkat daerah provinsi dan PPA Kkekterasan
lintas daerah kabupaten / kota
Dokumen Layanan Keterbatasan informasi Layanan penanganan
gm_gad‘-lkan ata:ag' ) Masih terdapat terkait kewenangan korban kekerasan anak
enjangkauan i anal pengaduan kekerasan . kebijakan penanganan tidak dapat ditindak lanjuti | Masyarakat yang
Layanan Pengaduan | korban kekerasan tingkat anak yang bukan ROR2A06. 201000 | [KapelaUPT-PEA pengaduan koran Intamgl Z tepat waktu (berjenjang) laporkan
atau Penjangkauan daerah provinsi dan lintas kewenangan Provinsi kekerasan terhadap kasus tidak blsa terungkap
bagi anak korban daerah kabupaten / kota anak sscara maksimal
3 |kekerasan tingkat
daerah provinsi dan
I'm;z dape[mhn Jumlah Layanan Pengaduan
Kal AT ket atau Penjangkauan bagi anak ::;”"“" p;l;l:; T“"‘“ﬁ'““'“ fayanan
bupate : erasan ap ROO. 2007, | 5 pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
::;:J: ';f::'::ﬂ;:?ﬂ:i korban /pelapor ke UPT RA0020,07.02 |Kepala UPT-RPA perlindungan korban Fliarnal € dengan maksimal melaporkan
PPA kekerasan
daerah kabupaten / kota




Dokumen Layanan

Keterbatasan informasi

Layanan penanganan

Pendampingan tenaga ahli Masih terdapat terkait kewenangan korban kekerasan anak
: | pengaduan kekerasan | kebijakan penanganan tidak dapat ditindak lanjut | Masyarakat yang
Layanan bagi anak korban kekerasan [L it ot Lo RO0 2408200701 [Kepala UPT-PPA | 0 e Internal s Wk, (OONATG) plioiat
Pendampingan tingkat daerah provinsidan  |yawenangan Provinsi kekerasan terhadap kasus tidak bisa terungkap
tenaga ahli bagi anak | lIntas daerah kabupaten / kota anak secara maksimal
korban kekerasan
tingkat daerah
provinsi dan lintas Jumish Layanan
daerah kabupaten / Pendampingan tenaga ahli Ancaman pelaku Tersedianya layanan
kota ) kekerasan terhadap | pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
t?ag' #nak korban k‘_’ke_(m korban /pelaper ke UPT ROD4ME200702: |Kupela UETREA perlindungan korban Elerternal dengan maksimal melaporkan
t_tngkat daerah provinsidan  |ppa H—
lintas daerah kabupaten / kota
Dokumen Layanan Gelar Keterbatasan informasi Layanan penanganan
Kasus bagi anak korban Masih terdapat terkait kewanangan korban kekerasan anak
: pengaduan kekerasan kebijakan penanganan tidak dapat ditindak lanjuti | Masyarakat yang
keke‘ras'an tm:gklt daerah anak yang bukan ROO.24.08.2007.01 |Kepala UPT-PPA PeriGRGUAR Koian Internal topiet waki (berienfang). | melaporkan
Layanan Gelar Kasus | Provinsi dan lintas daerah kewenangan Provinsi kekerasan terhadap kasus tidak bisa terungkap
bagi anak korban kabupaten / kota anak |secara maksimal
kekerasan tingkat
daerah provinsi dan
lintas daerah
kabupaten | kota ;:mlsh La:am“ Gelar Kasus | ancaman pelaku Tersedianya layanan
gi anak korban kekerasan |kekerasan terhadap pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
tingkat daerah provinsi dan korban /pelaper ke UPT R00.24.08.2007.02 |Kepala UPT-PPA perlindungan korban Ekstemal dengan maksimal melaporkan
lintas daerah kabupaten | kota |PPA kekerasan
Dokumen pel?k“man Keterbatasan informasi Layanan penanganan
hYﬂnTLSPm Ul'::k B Masih terdapat terkait kewenangan korban kekerasan anak
) pemulihan korban bagi pengaduan kekerasan | kebijakan penanganan tidak dapat ditindak lanjuti | Masyarakat yang
layanan Sp&.ﬂlﬁk Ko Keksrasan Tingkat anakyarig bukan ROO24.08.2007.01 |Kepala UPT-PPA |pengaduan keran Internal tepat waktu (berienjang) lap
untuk pemulihan Daerah Provinsi dan Lintas kewenangan Provinsi | kekerasan terhadap kasus tidak bisa terungkap
korban bagi Anak Daerah Kabupaten/ Kota aosk M s il
Korban Kekerasan
Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas | j,;miah layanan Spesifik untuk
Daerah Kabupaten/ pemulihan korban bagi Anak mman pelaku Tersedianya layanan
Kota : rasan terhadap | ) pengaduan dan Kasus tidak bisa terungkap | Masyarakat yang
Korban Kequasan Tingkat Korban pelapor ke UPT ROO.24.08.2007.02 |Kepala UPT-PPA perindungan koiban Eksternal |dengan maksimal imidusarcan
Daerah Provinsi dan Lintas
PPA kekerasan
Daerah Kabupaten/ Kota
Palangka Raya, 3 Februar 2026
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Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d
Mama Pemda - Provinsi Kahmantan Tengah
Nama OPD . Dinas Pemberdayaan P puan, Per gan Anak, Pengendaban Penduduk dan Keluarga Proviris: Kal Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Peticde yang dinilai . 2026
Tupuan Strategis 2 9 Kualitas Per AMPK
frategis OPD . Meningkatikan pelayanan terhadap tindak ke secara komprenensif
Ususan Pemerintahan Pen v Pen ian, Periindungan Anak, Pengendalian Pendudulk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilal Cinas Pemberdayaan F F gan Anak, Py dalian Penduduk dan Keluarga B Frovins! | Tengah
o Risiko Sebab®) Dampak™) TINDAK LANJUT
SubKegiatan Indikator Kel ciuc —
Uraian _'Em_"'mu Pemilik Uratan Sumber Uraian Plakyand | REALISASI | BUKTI DUKUNG
a b £ [ f ] h i i Kk ] m n
Tenadinya
ketidaketektifan layanan
spesifik pemulihan anak
layanan Spesifix untuk Jumlah AMPK yang Keterbatasan layanan pemuliban korban kekerasan di
pemulihan korban bagl Anak | mendapatkan layanan ramah anak dan koordinas: lintas tingkat provine: dan lintas
1 |Korban Kekerasan Tinghat Kewenangan Tingkat Caerah daerah yang berpotensi menghambat |RFO 24 08 2007 01 |Kepala UPT PPA P AR de]amk:‘iarnanhu Intermal o] kabupetenvkota aibat Korban
Daerah Provinsi dan Lintss | Provinsi dan Lintas Daerah proses pemulihan anak korban kondie: Kortian kekerssan keterbatasan SOM tmkerasan
Daerah Kabupaten/ Kots Kabupaten/kota kekerasan profesianal, sarana
layanan, serta
|mekanisme rujukan dan
| pendampingan yarg

S

a Raya, 3 Februan 2026
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Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

Form 3c
Nama Pemda . Pemerintah Provinsi Kalimantan T
Nama OFD : Dinas F yaan F puan, F gan Anak. Peng: Penduduk dan Keluarga Provinsi Tengah
Tahun Penilaian : 2026
Perode yang dinilai : 2026
Tujuan Stralegis : Mening! F dan F P P Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujud dan Sej
Sasaran strategis OPD : Maningkatkan kuslitas dan kesejahteraan keluarga
Urusan Pemerintzhan : Par yaan E Perfind Anak, Pengandalian Pend dan Keiuarga Berencana
[OPDyang Dinllai ________: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak_Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provies| Kalimantan Tengah
Risiko Sebab*) Dampak™)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kode cuc
Tahap Uraian e Pemilik Uraian Sumber Uralan Pihak yang Terkena
= b c d ® f a h i ] k |
1 |Advokasi dan Sosiali D hasil dan Tidak terlaksananys advokas: dan Kepala Bidang Belum optimainya koordinasi lintas Irternal 3 Pemahaman pemanghku Dinas PAAPPKE,
sosiaisasi GDPK soslalisasi GOPK sacara optimal Pengendalian Penduduk | seklor kepentingan terhadp GDPK |Pemeriniah Kab/Kots,
sehngga dokumen hasil advokasi dan dan Ber - pasi p o 0 il rendan sehingga Masyarakat
sosialisas! idak lercapal sesuail larged rendah implementasi kebijakan
ROO0.26.2.14.02.1.01.0021 - keterbatasan waklu dan anggaran kependudukan tidak optimal
2 |Penyusunan dan D hasil Pany Dokuman GDPK tingkat provins! tidak  |R0OO 26 2 14.02.1 01.0022 Kepala Bidang Diata p fkung tidak lengkap, khi Internal c Arah kebijakan Dinas PIAPPKE,
Grand Design F o dan P faatan Grand tersusun tegat wakiu atau tidak Pengendalian Penduduk pembangunan barwawasan | Pemenntah Kab/Kota,
Kepandudukan (GDPK) Tingkat | Design Pembangunan |dimanfaatkin secara optimal. dan ga Berkuall b teknis kependudukan tidak jelas
Provinsi Kependudukan (GDPK) penyusunan doxumen dan fidak terintegrasi dalam
Tingkat Provinsi perencanaan daerah
Sinkronisasi kebijakan belum optimal
3 |P dan P [e] hasi Pemb Pelaksanasn pembinaan dan ROOD.26.2.14.02.1.01.0023 Kepala Biaang Keterbatasan SOM pambina Intermal c Data kependudukan dan Dinas P3APPKB,
Penyelenggaraan F dan Peng. peng; p dan pelap Pengendalian Panduduk program tidak akurat Pemerintah Kab/Kola
dan Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan tidak berjalan optimal. dan Keluarga Berkualitas| Kepatuhan unit pelaksana masih sehingga mempengaruhi
dan Pelaporan rendah pengambilan keputusan
Sistem pelaperan belum optimal
4 Kebijakan Jumlah faskitasi Kerja Sama E_Bﬂasi kerja sama dan sinergl ROO.26 2 14.02,1.01.0026 Kepals Bidang Kamitmen stakeholder belum merata Internal 3 Pelaksansan pembangunan Dinas PIAPFKB,
Pembangunan Berwawasan dengan Stakeholders dan kebijakan tidak berdalan optimal. Pengendalian Penduduk berwawasan kependudukan Pameriniah Kab/Kota,
Kependudukan tingkat Provins! |Mitra Kerja dalam dan ga litas| Perbedaan p antar instans: tidak rerintegrasi dan kurang | Masyarakat
Pelaksanaan Advokasi, atektif,
Promosi dan KIE Program
Pembangu nan
5 |Pengembangan dan Jumlah jenis maten promosi fidak tersusinnya atau tidak optimainya |R0O.26.2 14.03.1.01.0007 Kepala Bidang ¥ dap Internal c Dok maten 1. Masy
Penyediaan iMateri Promos| dan | dan Konseling Kesehatan dokurnan materi promosi dan konsaling Peng F L ifan budaya ‘okal dan konseling tidak efektif 3. Dinas PAAPPKE Prov
Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak kesenatan mproduksi dan hak-hak dan Keluarga Berkualitas| dalarm meningkatikan Kalteng
Raproduksi dan Hak-Hak Reproduks! sesual dengan reproduksi yang sesuai dengan kearifan pemahaman masyarakat
Reproduksi sesus dengan Kearifan Budaya Lokal budaya |okal, baik dan sisi kualitas, tentang kesehatan
Kaarifan Budaya Lokal ketepatan waktu, maupun kesesuaian reproduksi dan hiak-hak
reproduksi
B |P il D gi Penurunan Keg penurunan yang ROO.26.2.14.03.1.01.0009 Kepale Bidang Rendahnya pemahaman masyarakat Internal [ Angka kehamilan tidak Dinas PIAPPKE,
tidak dgiinginkan Kehamilan yang tidak lidak diingitkan tidak mencapai targel. n Panduduk dilngmkan telap tinggi dan  |Pemenniah Kab/Kota,
diinginkan dan Keluarga Berkualltas| Akses |ayanan KIE terbatas |berdampak pada kualitas Masyarakat
keluarga
Partisipasi sasaran rendah




7 |Fasiltasi Kerja Sama dengan | Dokumen Fasillasi Kerja Kerja sama dengan stakeholder dan RO0.26.2.14.03.1 01.0010 Kepala Bidang Komitmen mitra belum berkelanjutan Intemal Pelaksanaan advokasi dan |Dinas P3APPKB,
Stakehalders dan Mira Kerja | Sama dengan Stakeholders mitra kerja idak terfasiitasi secara Pengendaiian Penduduk KIE Bangga K tidak [P h KabiKota,
dalam Peisksanasn Advokasi, |dan Mitra Kerja dalam optimal. dan g i lintas sektor terbatas maksimal. Masyerakat, Mitra Kerja
Promosi dan KIE Program Pelaksanaan Advokasi,

Bangga Kencana Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana

8 |Penggunaan Meda Massa Jumiah Media Massa Cetak [Femantaatan media promosi bdak RO0.26.2.14.03.1.01.0011 Kepala Bidang Pemilihan media kurang tepat Internal Pesan KIE lidak Dinas P3APPKB,
Cetak dan Elekironik Serla dan Elekironik Serta Media ‘afeklil dan Sdak sesual kearifan budaya Pengendalisn Penduduk tersampaikan secara luas  |Pemerintah Kab/Kola,
Media Luar Ruang unuk Luar Ruang unfuk Advokasi, lokal, dan Keluarg anggaran publik dan tepat ! Masyarakal
Advokasi, Promosl dan KIE Promaosi dan KIE Program
Program Bangga Kencana Bangga Kencana Sesuai
Sesual Kearitan Budaya Lokal |Kearifan Budaya Lokal

8 |Peningkatan Peran Setadan | Jumiah dokumen Peningkatan |Peran serta organisasi kemasyarakatan ROO.26. Kepala Bidang Kapasitas organisasi terbatas Internal Cakupan pelayanan dan Dinas P3APFKE,
Kerja Sama Orgavisasi Peran Serta dan Kerja Sama dalam pelayanan dan pembinaan KB 2.14,03.1.02.0002 F I k [D leknis dan pendampingan |pembinaan KB tidak optimal. | Pemerintah Kab/Kota,
KeMasyarakatan dalam Organisasi KeMasyarakatan rendah. dan Keluarga Berkualitas| kurang Masyarakal
Pelayanan dan Pembinaan dalam Pelayanan dan
Keseraan Bar-KB Pembinaan Kesertaan Ber-KB

10 |Peng gan can Pangs Jumlah Dokumen Jajaring kemitraan tidak berkembang  |ROO.26.2.14.03.1.02.0004 Kepala Bidang Komitmen mitra rendah Internal | Dukungan terhadap Program. | Dinas PIAPPKB,
Jejaring Kemitraan dalam Pengembangan dan dan tidak berkedanjutan. Pengendalien Penduduk Bangga Kencana L B P tah Kab/Kola,
Program Bangga Ki P i s dan Keluarg i Lt i tidak intensi Masyarakal, Mitra Kerja

dalam Program
Kencana
11 |P buhan danF gl Jumlah dok hasil Kesadaran keluarga terhadap ROQO.26.2.14.04.1 01.0016 Kepala Bidang Sesialisasi kurang intensif Internal Kualitas perencanaan Dinas PIAPPKB,
Kesadaran Keluarga dalam Penumbuhan dan Pemingkatan perencanasn kehidupan rendah, F dalién Penduduk |Faktor sosial buday 1 tidak ingk P Kab/Kota,
Kesad: Keluarga dalam dan Keluarga Berkualitas| Masyerakat, Mitra Kerja
K Meruja Kel i P
Berkualitas Kehioupan Menuju Keluarga
Berkualitas

12 |Pembinaan Peningkatan Akses |Jumlah Dokumen Pembinaan |Fembinaan akses dan kuaiitas ROO0.26.2.14.04.1.01.0020 Kepala Keterbatasan SDM pembina Internal Ketahanan ketuargs dan remaja |Dinas PIAPPKB,
dan Kualtas Pening| Akses dan keluarga dan remaja tidak Pengendalian Penduduk tidak meningkat secara Pemerintah !
Keluarga dan Remaja Kualitas Ketahanan Keluarga |optimal. dan i layanan terhatas signifikan, Masyarakat

dan Remaa

13 |Advokas!, Soslalisasi dan Jumiah Advokasl, Sosialisasi Advokasi dan promosi IBangga idak ~ [ROO.26.2 14.04.1 01,0022 Kepala Bidang Pemahaman indikator iBangga rendah Internal Niial ‘Bangga tidak Dinas PIAPPKE,

Promosi Indeks Pembangunan | dan Promosi Indeks mencapai targel. Pengendalian Penduduk di bagai F 3
|Ketuarga {iBangga) Tingkat Pembangunan Keluarga dan Ki Berkuali terh; dasar kebijakan
Provinsi dan Kabupaten/Mota | (iBangga) Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

14 |Pembiraan program Jumiah dokumen Pembinaan Pembinaan program 1000 HPK tidak RO0.26.2 14.04,1.01.0028 Kepala Bidang Keter [ o Internal Kualites umbuh kembang  |Dinas PIAPPKB,
Pengasuhan 1000 Hari program Pengasuhan 1000 beratan optimal Fengendalian F anak tidak optimal Pemerintah Kab/Kota,
Pariama Kehidupan (HPK) Hari Pertama dan Keluarga Berkualtas Masyarakat

(HPK) Dukungan lintas sektor kurang

15 |Fasiitas! pemerirah daerah Jumlah dokumen Faslitasi | Fasilitas| pengembangan program ROC.26 2 14.04 1.02.0006 Kepala Bidang p daerah beda Intemal Implementasi p Dinas P3APPKB,
Kabupsten/Kota calam pemerintah daerah ketahanan kelsarga tdak optimal. Pengendalian Penduduk ketahanan keluarga ftidak | Pemenntah Kab/Kota,
Pengembangan Frogram Kabupater/¥ota daiam dan Keluarga Berkuallias| Koordinasi teknis terbatas merala Masyzrakal

Keluarga di Pengembangan Program
Kamy ya Berkualitas |Ketah di

Kampung Keluarga
Berkualtas




Fasilitasi kegiatan Jumiah dokumen Fasiltas( Kegiatan par yaan ek ROO.262 14.04.1.02.0007 Kepala Bidang Keterbatasan pendampingan Intemal Kemandirian excnomi Dinas PIAPPKB,
pemberdayaan Ekonomi kegiatan keluarga tidsk berkeanjutan, Pengendalien Penduduk ga idak mening| F
Keluarga di tngkat provinsi dan | Ekonom| Keluarga di tingkat dan Keluarg Akses permodakan |Masyarakat
kabupaten/kota provinst dan kabupaten/kota
Pembi dan Pendampingan |Jumiah dok F | Pembinaan dan pendampingan idak ROO0.26.2.14.04.1.02.0011 Kepala Bidang Jumiah pendamping terbatas Internal Program pemberdayaan Dinas PIAPPKB,
Program Pembardayaan dan Pendampingan Program berjalan efektif. F dalizn Penduduk | Monltoring belum aptimal ekonami keluarga tidak Pemerintah Kab/Kola,
Ekonomi Keluarga Pemberdayaan Exonomi gan Keluarga Berkualias mencapal lujuan. Masyarakal

Keluarga

Paiangka Raya, Januan 2026
Pit. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

LVANY,, SE.

NIP. 18880407 201101 2 003




PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

QPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2026

Periode RPJMD Tahun 2025-2029

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

Sumber Data

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta
Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Strategis (tebalkan
yang dipilih)

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak

4. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Program/ Kegiatan Unit Kerja

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pengendalian Penduduk (PP)
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Sub Kegiatan Indikator Target tahun 2026
Pengemba.ngan dan Penyediaan Me?teri Promosi dan Angka Kelahiran Total/Total
1 Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Fertility Rate (TFR) 2.23
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal y
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-
2 Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE 29 Tahun (Age Specific Fertility 38.2
Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal Rate/ ASFR)
3 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
4 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
Indeks Pembangunan Berwawasan —_—
Kependudukan (IPBK) '
5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan dan Pelaporan




Sub Kegiatan (tebalkan yang
dipilih)

Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan

§ Kependudukan tingkat Provinsi
" b s B tan Jeiaring Kemitraan Angka Prevalensi Kontrasepsi
7 engam dar;gan? - engBua - Kjarmgae Modern (Modern Contraceptive 66.41
alam Program bangga Kencan Prevelance Rate/mCPR)
ilitasi Keri ;
Fasi itasi Kerja Sama dengan Stake.holders d'an Mitra Madian Usia Kaiin Pertama
8 |Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE 21
Perempuan (MUKP)
Program Bangga Kencana
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Persentase Kebutuhan KB yang
9 |KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Terpenuhi menurut Alat/Cara KB 88.81
Kesertaan Ber-KB Modern (Demand Satisfied)
Kehamilan Tidak Direncanak
10 |Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) Slas o 8.44
11 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan Persentase Kebutuhan ber-KB yang 8
dalam Program Bangga Kencana Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan T a———
12 |Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan iargEs) 8u & 62.7
Kabupaten/Kota BES
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga
13 |dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Indeks Lansia Berdaya 62.64
Keluarga Berkualitas
Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK)
Indeks Pengasuhan Keluarga yan
= vl i 86.88
Memilik Remaja
14 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan
Keluarga dan Remaja
Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam
15 |Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di

Kampung Keluarga Berkualitas




16

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota

17

Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan
Fkonomi Keluarga

Persentase Kampung Keluarga
Berkualitas Mandiri

26.35




Informasi Lain

[ | [

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pengendalian Penduduk (PP)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan :

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

Advokasi dan Sosialisasi GDPK

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan

Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai
dengan Kearifan Budaya Lokal

Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan

Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana

Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas

Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja

Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga
Berkualitas

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Indikator ;
Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan
Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga

Palangka Raya, Januari 2026
Plt Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

WILNA SILVANY, SE.
NIP. 19880407 201101 2 003




